STRUKTUR PPID

LANMPIBRAN 1

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMEI

NOMOR 763/ KEP.GUB/DISKOMINFO 3.1 /2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMAS] DAN DOKUMENTAS] PROVINS] JAMEI

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
NOKUMENTASI PROVINSI JAM BEI

Pembina
Gubernur Jambi
Wakil Gubernur Jambi

|

Atasan FPID

Sekretans Daerah

Tim Pertimbangan

Prowmst Jamba

FPID
Eepala Dinas Koaninlo
Provinsi Jambi

PPID Pelaksana

| | I
Bidang F'__:“’T;fm Bldang Bidang
Pendubung nugrf:l dan Pelayanan Fasilitasi
Sekretariat Hlasifikasi Informasi dan Sengheta
PLID —_— Dokumentasi Informasi
[nformeasi

L

Pejabat Fungsional

]




@ ressoor @) tezrem

BAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTAS!

- PROVINSI JAMBI

LGN  Q

Home - Profil

&  informasi

B prom SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat a Informasi dan Dokumentasi atau

dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikas: pinﬂelalaai

dan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesusi Undang-Undan 14

un :ua.s (e"amg Keterbukaan T
off n onine,

Tugas dan Wewenang, SK Penetapan rmasi Publik. E-public dirancang dengan pla( form
ntegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam

IP PPID atau epublic dapat

Struktur, Visi dan Mis;

ni silahkan ke info@sip-

@ StandsrLayanan

ketahui bahwa inti dari tujuan keterbukaan informasi publik adalah
asyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta mengawasi
sehingga musranya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersik

sk Pengumuman Informasi Publik

a PPID di P’D\' L Ja-nh adalah di bawal

0 tersebut diberikan as Komir

leading sector yang memba b BPID Dtsa, Perabentukan PR diatur delam Keputusan

Gubernur Jambi Nom UB/D; minfo-2. /2017 dan diubah beberapa kali

terakhir dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUE/DIISKOMINFO-
3.1/2022

Tata cara permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Jambi diatur di dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nomor 06 /Kep-Diskomin
21/2018 Tentang Standar Cperasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dolumentasi Provinsi Jambi

Tata cara tersebut terbagi dalam 2 cara, yaitu secara langsung dan melalui website PPID
Provinsi Jambi. berikut ini tata cara memperoleh permohonan informasi bagi masyaralea

1. Secara Langsung

Pemohon informasi dapat memperoleh informasi public secara langsung
melalui Desk informasi publik PPID. Petugas PPID akan memberikan penjelasan
terkait dengan alur dan prosedur yang harus dijalani oleh pemohon informasi
Dalam hal pemohon meminta secara langsung, Badan publik men n walktu
pemberian pelayanan informasi sebagai berikut :

Senin-Kamis : Pukul 08.00-14.00
Istirahat : 12.00-13.00 WIB
8.00-11.00

Jum

an informasi yang dilakukan olek 1 wajib melampirkan

SK Pengesahan Badan Hukum dari
adalah badan hukum. selanjutay
pemohon informas ng disediakan oleh petug;
informasi dan akan diberikan tanda terima. berkas kelengkapan akan diperiksa
selama 3 hari, apabila dinyatakan tidak lengkap maka dapat diperbaiki paling
lama 3 hari. selanjutnya pemberitahuan tertulis eleh PPID adalah 10 hari kerja
dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

2. Melalui website PPID Provinsi Jambi

Selain dapat diperoleh secara langsung, informasi publik juga dapat diperoleh
melalui permochonan via website PFID Provin: Jambi
(ppid jambiprov.go.id). di rsebut pemohon informas:
semua informasi yang telah dicediakan oleh PPID. Apabila informasi belum
dia, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan
rlebih dahulu membuat akun dan mengisi form yang telah ters
but. Permohoman informasi yang masuk nantinya akan
ab eleh PPID sesuai dengax luan UU KIP.

diproses/dijav

WAKTU PELAYANAN
INFORMASI TAHUN 2025

WAKTU RATA-RATA YANG
IPERLUKAN UNTUK

MENJAWAB PERMOHONAN
INFORMASI PADA TAHUN
2025

10 HARIKERJA
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Dalam hal standar biaya perolehan informasi publik, PFID Provinsi Jambi menyedizkan
nformasi public secara gratis (tidak dipungut biaya), namun untuk penpgandaan dan
perckaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandasn informasi
tersebut melalui uang pribadi
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INFORMASI PUBLIK
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TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat na'lgﬁk ukan keberatan secara tertulis
kepada At FFID s ‘ban atas permohonan:
pertama dalam jangka 3




3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan
ditolak;

. PFID engan melibatkan OPD yang terkait paling
lambat 3 hari kerja tetelan surat permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat keordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik
4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
informasi publik secara tertulis
a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau
pengguna informasi;

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang terkait paling
lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

dalam berita acara yang

Has: rapat
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi yaitu;
& PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
b. Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk
disampaikan kepada Atasan PPID

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi ]n(oxmas1 PTUN,dan MA, maka
PPID melakukan hukum untuk peny sengketa informasi

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI

INFORMASI

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melatui Komisi Informasi dapat digambarkan

sebagai berikut.

a. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan ke Komisi informasi pusat
dan/atau komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses
keberatan tidak memuaskan FPemohon Informasi Publik:

b. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik disjuken dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
Atasan PPID;

. Dalam hal menyelesaikan sengketa informasi publik, komisi informasi harus
berupaya menyelesaikannya melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian
sengketa informasi publi

d. Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan
dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Untuk informasi Jebin lanjut, berioutini merupaken kontal: Komisi Informast Proviasi

g dapat dihubungi oleh masyarakat (0741)5912665

ALUR SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PERSIDANGAN KOMISI INFORMASI

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2025
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JUMLAH PERMOHONAN
DITERIMA : 16 PERMOHONAN

DIKABULKAN SELURUHNYA

DIKABULKAN SEBAGIAN /
DALAM PROSES

DITOLAK

KEBERATAN

*Alasan ditolak adalah Informasi yang diminta bukan
kewenangan dan tidak disertai identitas yang jelas.
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